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ABSTRAK  

 

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah terciptanya rumah tangga 

yang bahagia. Namun tujuan tersebut tidak akan tercapai jika tidak 

didukung oleh berbagai pihak sehingga menyebabkan permasalahan 

dikemudian hari seperti yang terjadi pada Putusan No. 

1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Permasalahan dalam penelitian ini ialah 

bagaimana ratio decidendi hakim dalam mengabulkan pembatalan 

perkawinan karena menikah dibawah ancaman pada Putusan 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA. 

Tnk? dan bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan 

dengan alasan nikah dibawah ancaman dalam hukum Islam?  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka yang bersifat 

deskriptif analitik dengan mengambil data Putusan No. 1993/ 

Pdt.G/2022/PA.Tnk. Pengolahan data melalui editing, coding, 

recontructing, dan sistematisasi data. Selanjutnya data dianalisis 

secara kualitatif dengan metode berpikir induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa yang 

menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang 

dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut terdapat di dalam 

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang suami 

atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar 

hukum. Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melakukan perkawinan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan. Implikasi pembatalan perkawinan perkawinan ialah 

pertama pisahnya suami istri. Ketika perkawinannya dibatalkan maka 

istri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami dan tidak 

diawajibkan untuk menjalankan idah karena perkawinan yang fasid 

dan qabla al-dukhul tidak mewajibkan nafkah dan idah. Kemudian 

yang kedua, nasab anak sama seperti perkawinan yang sah kecuali 

anak yang dilahirkan diluar nikah. 

 

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Dibawah Ancaman, 

Hukum Islam. 
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MOTTO 

 

ةً  ليَْْاَ وَجَعَلَ بيَنْكَُُْ مَوَدَّ
ِ
وَمِنْ آ يََتِهِ آَنْ خَلقََ مكَُُْ مِنْ آَنفُْسِكُُْ آَزْوَاجًا مِتسَْكُنوُا ا

لَِِ لَ يََتٍ مِقَوْمٍ يتََفَكَّرُونَ  نَّ فِِ ذََٰ
ِ
ةً ا  وَرَحَْْ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia  

menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh,  

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” 

(QS. Ar-Rum [30] : 21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Judul merupakan suatu gambaran dalam sebuah karya 

ilmiah, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul pada 

karya ilmiah ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam 

penafsiran di kalangan pembaca. Dengan jelas judul proposal 

skripsi ini ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan dengan 

Alasan Nikah Dibawah Ancaman” (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk). 

Adapun dalam judul tersebut terdiri dari beberapa istilah 

pokok sebagai berikut: 

1. Tinjauan 

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti 

melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk 

kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan 

adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, 

pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Ada 

berbaai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, 

skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, 

laporan tinjauan, resensi.
1
 

2. Hukum Islam 

Hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh 

Hasby Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum 

Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam 

                                                           
1 Muhammad Noval Putranto, „Tinjauan Operasional Bagian General Affair 

Pada Pt. Kamadjaja Logistics‟, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 

2020), 5. 



 2 

menerapkan syariat atau hukum-hukum sesuai dengan 

kebutuhan manusia.
2
 

Jadi, yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam 

dalam skripsi ini adalah pengumpulan data yang 

bersumber dari hukum yang diturunkan oleh 

Allah untuk kemashlahatan hamba-hambaNya yang 

kemudian diolah berupa ijtihad para ahli hukum Islam 

terkait pembatalan perkawinan. 

3. Putusan Pengadilan Agama 

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam 

sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari 

pemeriksaan perkara gugatan (contensious).
3
 Adapun 

kata putusan dimsaknai sebagai hasil memutuskan pada 

akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang 

berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan 

hukum, dan putusan pokok perkara. Jadi, kata putusan 

disini ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam 

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang 

terbuka untuk umum, sebagai suatu produk (agama) 

sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan 

berdasarkan adanya suatu perkara.  

4. Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan Perkawinan adalah tindakan Pengadilan 

berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang 

dilakukan itu dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan 

tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan 

                                                           
2 Hasby Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 

1995), 44 (Jakarta: Bulan bintang, 1995). 44 
3 Mukti ari kunto, Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama 

(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996).245 
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perkawinan merupakan salah satu cara yang dapat 

menjadikan suatu perkawinan sah menjadi terputus.
4
 

5. Nikah  

Nikah Islam adalah akad yang menghalalkan 

pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling 

tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang antara keduanya bukan mahram.
5
 

6. Dibawah Ancaman  

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan memaksa 

yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah 

seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung 

mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan 

keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang 

pengadilan.
6
 Jadi, yang dimaksud dibawah ancaman 

disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh salah satu 

pihak yang terlibat dalam pernikahan dengan 

memberikan pernyataan berupa ancaman kepada pihak 

lain agar pernikahan bisa terlaksana sesuai dengan yang 

diinginkan. 

Berdasarkan beberapa penjelasan yang diuraikan di atas, 

dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu 

tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan 

dengan alasan pernikahan yang dilakukan karena adanya 

ancaman pada putusan nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. 

 

 

                                                           
4 Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri 

Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Ilmu Hukum 

Legal Opinion 3 (2015): 5. 
5 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 1996).23 
6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Terhadap 

Korban dan saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.  
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B. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai 

makhluk individual sekaligus mahkluk sosial, sehingga dalam 

hal pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu 

berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitar. 

Salah satu keinginan manusia adalah untuk meneruskan 

keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan laki 

laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan 

kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi 

dari syahwat manusia untuk menjaga kekekalan mereka. 

Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam 

dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir 

tentang menikah. Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu  َنَكَح–
نَكْحًا–یَ نْكِحُ   artinya bergaul atau bercampur; dalam bahasa 

Indonesia berarti perkawinan, bisa juga diartikan „aqd 

(perikatan) atau wat‟ (persetubuhan).
7
 Kegiatan hidup 

bersama antar seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang 

telah memenuhi persyaratan) inilah yang disebut dengan 

pernikahan. 
Berpasang-pasangan merupakan salah satu 

sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya. Allah SWT. 

berfirman:  

نْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيِْْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُوْنَ وَمِ   
 “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adh-

Ḏāriyāt: 49) 

                                                           
7 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 

1990). 467 
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نْ انَْ فُسِهِمْ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الَْْزْوَاجَ كُلَّهَا مَِّا تُ نْبِتُ الَْْرْضُ وَمِ 
 وَمَِّا لَْ یَ عْلَمُوْنَ 

 “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya 

berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh 

bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang 

tidak mereka ketahui.” (QS. Yasīn: 36) 

Dengan disyariatkan pernikahan, manusia dapat 

menjalani kehidupan sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan 

dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Oleh karena 

itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan 

perempuan dalam ikatan yang suci. 

Pernikahan dapat juga disebut dengan istilah 

perkawinan. Dalam bahasa Indonesia kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan 

jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
8
 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.
9
 

Perkawinan seyogyanya dilakukan dengan adanya 

persetujuan calon mempelai dan atas dasar suka rela atau 

saling cinta antara kedua pasangan karena jika perkawinan 

dilakukan dengan penuh ancaman, maka sangat rentan terjadi 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat memicu 

keinginan untuk memutus atau terputusnya sebuah 

perkawinan. 

Pengertian fikih pembatalan perkawinan disebut 

dengan fasakh artinya batal atau putus. Pembatalan 

perkawinan dapat dilakukan oleh sepasang suami istri, 

misalnya karena antara suami istri terdapat cacat atau 

                                                           
8 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikh Munakahat & Kajian Fikih Nikah Lengkap, 

Cet. 2 (Jakarta: Pers, 2010). 
9 Ibnu Katsir, Fikih Hadist Bukhari Muslim, (Ummul Qura: Jakarta, 2013), 

873 (Jakarta: (Ummul Qura, 2013). 873 
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penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau suami hilang dan 

tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga, murtad dan lain sebagainya. 

Sedangkan dalam hukum positif pembatalan perkawinan 

dapat diajukan apabila perkawinan tersebut terjadi karena 

dibawah ancaman dan telah terjadi salah sangka. Kemudian, 

A. Mukti Arto mengemukakan bahwa suatu perkawinan 

dapat dibatalkan apabila terdapat sebab-sebab sebagai 

berikut: 

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin 

Pengadilan Agama.  

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui 

masih menjadi istri pria lain yang mafqud. 

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah 

suami lain. 

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan. 

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan 

oleh wali yang tidak berhak. 

6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan 

7. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah 

ancaman yang melanggar hukum. 

8. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan 

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya 

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai 

diri suami atau isteri. 

9. Apabila ancaman telah berbunyi atau yang bersalah 

sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka 

waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup 

sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya 

untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur. 
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Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di 

atas, dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau 

kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi 

sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak 

suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan 

pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa 

berhak atau kepentingan dapat meminta kepada yang 

berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan 

tersebut. Dilihat dari pendapat diatas, perkawinan dapat 

dibatalkan apabila ada unsur paksaan, dimana yang dimaksud 

dengan unsur paksaan disini yaitu diikuti dengan adanya 

ancaman dari pihak ketiga. 

Dalam putusan Pengadilan Nomor 

1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk bahwa pembatalan perkawinan 

akibat pernikahan dilakukan karena perkawinan dilakukan 

dibawah ancaman, ternyata dalam duduk perkara tersebut 

adalah atas paksaan dari orang tua Termohon (istri). 

Pemohon (suami) dipaksa untuk menikahi Termohon (istri) 

yang sedang hamil 8 bulan pada 22 Mei 2022. Padahal 

Pemohon (suami) dan Termohon (istri) sudah tidak lagi 

menjalin hubungan asmara (berpacaran) sejak Agustus 2021. 

Maka, berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, Majelis 

Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah 

cukup beralasan dan telah memenuhi ancaman sesuai dengan 

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

Dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka 

penulis ingin meneliti putusan majelis hakim, dasar, dan 

pertimbangan hukum yang menjadi pedoman hakim sehingga 

majelis hakim mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut. 

Kemudian penulis tertarik meneliti dan mengkaji 

permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan 
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Agama Tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan 

Nikah Dibawah Ancaman” (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk). 

 

C.  Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah membatasi masalah penelitian 

agar pembahasan tidak terlalu luas dan menyimpang dari 

pokok bahasan serta untuk mempermudah proses penelitian. 

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pembahasan 

terkait dengan pembatalan perkawinan dalam studi putusan 

yang berada di Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 

1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk. Sedangkan subfokus dalam 

penelitian ini tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan 

ratio decidendi hakim dalam putusan pembatalan perkawinan 

nomor 1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk ini. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok 

permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ratio decidendi Hakim dalam mengabulkan 

pembatalan perkawinan karena ancaman pada Putusan 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 

1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk? 

2. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan 

dengan alasan nikah dibawah ancaman dalam hukum 

Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui ratio decidendi Hakim dalam 

mengabulkan pembatalan perkawinan karena ancaman 

pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 

1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. 

2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pembatalan 

perkawinan dengan alasan nikah dibawah ancaman dalam 

hukum Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi 

dan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama pada bidang hukum keperdatan serta menjadi 

barometer pada penelitian selanjutnya sehingga 

didapatkan hasil yang memuaskan bagi pengembangan 

keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitaan 

tentang permasalahan pembatalan perkawinan karena 

menikah dibawah ancaman. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai 

suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan agar 

masyarakat dapat memahami prosedur pelaksanaan 

pembatalan perkawinan dan mengetahui akibat 

hukumnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian 

ini dapat dijadikan acuan literasi serta menambah 
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referensi bagi para pembaca. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan pembatalan 

perkawinan dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat 

dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang 

memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai konsep 

tersebut terus menarik dibahas. Dalam kajian ini akan 

diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan judul penulis antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Safarika Khumayiroh, NPM 

1921010101 Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung pada tahun 2023 yang berjudul “Pandangan 

Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena 

Wali Nikah Tidak Sah”
10

dalam penelitian ini membahas 

Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang 

berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang 

dilakukan itu dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan 

tersebut dianggap tidak pernah ada. Bahkan dalam Islam 

sudah diterangkan bahwa segala sesuatu akad, termasuk 

akad perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau 

menyalahi aturan seperti menggunakan wali yang tidak 

sah atau tidak berwenang sedangkan wali nasab masih 

ada, secara otomatis batal. Namun, ada ulama yang 

berpendapat memberikan kelonggaran terkait wali nikah. 

Atas dasar tersebut penulis tertarik meneliti pembatalan 

perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, walaupun 

sebagian ulama berpendapat bahwa wali nikah mempunyai 

wilayah yang sangat dominan tetapi ada sebagian ulama 

yang berpendapat sebaliknya. Permasalahan yang ada 

                                                           
10 Safarika Khumayiroh, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan 

Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah,” Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2023, 5–24. 
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dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan 

hakim tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah 

tidak sah dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam 

terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak 

sah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahas pembatalan 

perkawinan karena adanya unsur paksaan. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya berfokus 

ada pada pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang terkait dengan kasus tersebut  sedangkan penelitian 

penulis menggunakan teori-teori hukum Islam dan 

pendapat para ulama yang terkait dengan pembatalan 

perkawinan karena menikah dibawah ancaman serta 

menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai 

materi penunjang. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Putri Nurul Azizah, NIM 

1912011214, Universitas Lampung pada tahun 2023 yang 

berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa 

Menurut Kompilasi Hukum Islam.”
11

 Dalam penelitian ini 

membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan 

kawin paksa. Dalam hal ini, perkawinan terjadi karena 

pihak istri dipaksa menikah dengan pria pilihan kedua 

orang tuanya. Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama membahas 

pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya 

berfokus ada pada pembahasan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang terkait dengan kasus tersebut  sedangkan 

penelitian penulis menggunakan teori-teori hukum Islam 

dan pendapat para ulama yang terkait dengan pembatalan 

perkawinan karena menikah dibawah ancaman serta 

                                                           
11 Ismi Putri Nurul Azizah, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa 

Menurut Kompilasi Hukum Islam,” Universitas Lampung, 2023, 

http://digilib.unila.ac.id/71192/. 
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menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai 

materi penunjang. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Kairuddin, Djoko Budiarto, Dan 

Erizal pada tahun 2022 yang berjudul “Pertimbangan 

Hakim terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan”
12

 

dalam penelitian ini membahas tentang Pertimbangan 

Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan 

Perkawinan Di Pengadilan Yogyakarta. Bahwa dalam 

contoh kasus pertama yakni kasus Nomor 

17x/pdt.G/2019/PA.YK, adalah: Bahwa selama 

pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah 

berhubungan suami istri sampai permohonan pembatal 

perkawinan ini diajukan. Sekitar bulan xxx muncul 

kecurigaan antara Pemohon dengan Termohon, kecurigaan 

itu bermula pada saat pemohon menanyakan kepada 

Termohon perihal tidak dilakukannya hubungan suami 

isteri sebagai mana layaknya pasangan suami isteri. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

sama-sama membahas pembatalan perkawinan. 

Sedangkan perbedaannnya adalah pembatalan perkawinan 

dalam penelitian tersebut adaalah tentang pertimbangan 

Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan 

perkawinan diakibatkan terjadi kejanggalan-kejanggalan 

yang dirasakan oleh termohon. sedangkan penelitian 

penulis pembatalan perkawinan disebabkan karena 

pernikahan dilakukan atas dasar dbawah ancaman. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Fikri Rahmananda, NIM 

1810010117, Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

pada tahun 2022 dengan judul “Pembatalan Perkawinan 

Berdasarkan Pemalsuan Kehamilan (Analisis Putusan No. 

                                                           
12 Khairuddin Khairuddin, Djoko Budiarto, and Erizal Erizal, “Pertimbangan 

Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 

Yogyakarta),” Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 4, no. 1 

(2022): 84–103, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.586. 
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689/PDT.G/2014/PA.SUB)”
13

. Dalam penelitian ini 

membahas pengajuan pembatalan perkawinan yang 

disebabkan karena seorang suami di Kabupaten Sumbawa 

Besar mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 

terhadap istrinya karena ada indikasi kebohongan 

mengenai identitas kehamilan sang istri. Sang suami 

merasa tertipu dan menganggap telah terjadi salah sangka 

terhadap diri istrinya, oleh karena itu ia mengajukan 

pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Persamaan 

penelitian tersebut dengaan penelitian penulis adalah 

sama-sama membahas pembatalan perkawinan dan adanya 

unsur kehamilan. Sedangkan perbedaannya adalah 

pengajuan pembatalan perkawinan tersebut batal dan tidak 

dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar 

karena dalil yang diajukan Pemohon (suami) tidak terbukti 

karena setelah adanya pengakuan dari saksi-saksi, dalil 

Pemohon (suami) terkesan mengada-ada dengan tujuan 

untuk kabur dari tanggung jawab kepada keluarga 

Termohon (istri), sedangkan penelitian penulis pembatalan 

perkawinan disebabkan karena adanya ancaman yang 

dilakukan oleh pihak Termohon (istri) kepada pihak 

Pemohon (suami) karena pihak Termohon (istri) sudah 

hamil sebelum melakukan perkawinan, pengajuan 

pembatalan perkawinan dikabulkan oleh Pengadilan 

Agama Tanjung Karang dengan alasan adanya unsur 

ancaman, dalil Pemohon (suami) terbukti benar setelah 

adanya pengakuan saksi-saksi.  

5. Skripsi yang ditulis oleh Nyimas Nabilah Rahman, NIM 

02011181924023, Universitas Sriwijaya pada tahun 2022 

dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Tidak 

Adanya Keterbukaan Mengenai Kondisi Kesehatan 

                                                           
13 Fikri Rahmananda, “Berdasarkan Pemalsuan Kehamilan (Analisis Putusan 

NO.689/PDT.G/2014/PA.SUB),” Universitas Muhammadiyah Purwokerto, no. 689 

(2022). 
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Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 

312/PDT.G/2022/PA.Bgr)”
14

. Penelitian ini membahas 

pembatalan perkawinan yang disebabkan karena tidak 

adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental.  

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

312/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertulis bahwa pada tanggal 8 

Februari 2022 terjadi pernikahan antara Penggugat dan 

Tergugat I yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Bogor Utara. Pernikahan antara 

Penggugat dan Tergugat I dilakukan dengan melalui 

perjodohan antara kedua orang tua Penggugat dan 

Tergugat I. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh 

orang tua Tergugat I, bahwa kondisi kesehatan jasmani 

dan mental Tergugat I dalam keadaan normal dan baik-

baik saja termasuk disampaikan bahwa Tergugat I rajin 

sholat dan rajin menghadiri taklim kajian ilmu agama di 

tempat tinggalnya. Namun, setelah menikah dan 5 (lima) 

hari tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat 

mendapati bahwa Tergugat I memiliki penyakit mental. 

Alasan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan 

Tergugat I adalah karena Penggugat merasa ditipu dan 

direpotkan dengan adanya penyakit mental yang dimiliki 

oleh Tergugat I. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama membahas 

pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannnya adalah 

pembatalan perkawinan dalam penelitian tersebut adaalah 

karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi 

kesehatan mental sedangkan penelitian penulis pembatalan 

perkawinan disebabkan karena pernikahan dilakukan atas 

dasar dbawah ancaman. 

                                                           
14 Nyimas Nabilah Rahman, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya 

Keterbukaan Mengenai Kondisi Kesehatan Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Bogor Nomor: 312/PDT.G/2022/PA.Bgr,” Universitas Sriwijaya, 2017, 5–24, 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu penyusun meneliti 

dan menganalisa Putusan yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dalam penelitian 

ini penyusun menggunakan Putusan Nomor 

1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk mengenai pembatalan 

perkawinan karena menikah dibawah ancaman.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fakta secara sistematik sehingga dapat 

lebih mudah difahami dan disimpulkan.
15

 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case 

Approach), artinya penelitian yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).
16

 Peneliti 

akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan 

dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang 

mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hakim yang 

dikhususkan pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/ 

PA.Tnk. 

 

 

 

                                                           
15 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian ((Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010).6 
16 Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu 

Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13 (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2015). 



 16 

2. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah 

sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan 

hukum yang mengikat dan dapat terdiri atas: norma 

atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945), Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-

undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi 

(seperti hukum adat), Yurisprudensi, Traktat, dan bahan 

hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 

berlaku.
17

 Bahan hukum primer yakni merupakan data 

yang diperoleh dari hasil-hasil dokumentasi yang berisi 

tentang berkas perkara berupa Putusan hakim terhadap 

perkara Nomor  1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan 

hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum 

primer, dan dapat membantu menganalisi dn 

memahami bahan hukum primer.
18

 Sehingga dalam 

penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan 

hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, hasil karya 

ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk 

skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan 

dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang 

tentang pertimbangan hakim terhadap putusan 

pembatalan perkawinan yang diakibatkan karena  

pernikahan dilakukan dibawah ancaman dengan Nomor 

                                                           
17 Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu 

Tinjauan Singkat, 14 
18 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: 

Alfabeta, 2015).51 



 17 

1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. dan dari penelusuran serta 

pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan 

dengan pertimbangan hakim terhadap perkara 

pembatalan perkawinan dikarenakan mnikah dibawah 

ancaman. 

 

3. Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, 

mengiventarisasi, mencatat, dan mempelajari 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum 

yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji 

oleh penulis. 

b. Dokumetasi  

Dokumentasi adalah cara memperoleh data 

tentang suatu masalah dengan menelusuri dan 

mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-

berkas yang berhubungan dengen penelitian yang 

dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seorang.
19

 Dokumentasi,  yaitu cara 

memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari 

data primer dari dokumen-dokumen berkas Putusan 

perkara Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Di samping 

itu, dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap 

berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan 

ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis 

terhadap putusan pengadilan tersebut. 

 

 

                                                           
19 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT 

bumi aksara, 2007). 
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4. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah melakukan analisi terhadap 

data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku 

dalam penelitian.
20

 Pengolahan data umumnya dilakukan 

dngan cara sebagi berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) aalah mengoreksi apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah 

benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah. 

b. Penandaan data (coding) adalah pemeriksaan catatan 

atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku 

literatur, peraturan ilmu hukum atau dokumen), atau 

urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A, 

masalah yang kedua B), dan seterusnya. 

c. Rekontruksi data (recontructing) yaitu menyusun ulang 

data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan 

diinterpretasikan. 

d. Sistemasi data yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan 

masalah. 

 

5. Analisis Data 

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, 

ditandai, dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya 

adalah analisi terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.
21

  

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yaang menghasilkan data deskriptif 

berupa masalah pembatalan perkawinan dengan alasan 

nikah dibawah ancaman dalam tinjauan hukum Islam. 

Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan teknik 

                                                           
20 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2008).199 
21 Achmadi, Metodologi Penelitian. 
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berfikir induktif, yaitu berfikir dengan dimulai dari fakta-

fakta atau peristwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu 

ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan 

metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data 

yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang 

benar dari permasalahan. Pada analisis data peneliti akan 

menolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. 

Data tersebut akan peneliti olah dengan baik untuk 

selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-

masalah yang berkaitan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, 

penulis menjabarkan sistematika pembahasan skripsi ini. 

Terdiri atas bagian awal yaitu cover, pedoman transliterasi, 

surat pernyataan, surat persetujuan, abstrak, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan 

bagian isi yang meliputi :  

Bab I berisi pendahuluan. Pada Bab 1 ini terdiri dari 

penegasan judul, untuk menjelaskan apa arti atau maksud dari 

judul skripsi. selanjutnya latar belakang masalah, untuk 

mendeskripsikan permasalahan yang terkandung dalam judul 

skripsi dan dilanjutkan fokus dan subfokus untuk 

menerangkan hal apa yang menjadi dasar fokus penelitian. 

Kemudian rumusan masalah yaitu permasalahan yang akan 

dibahas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat, untuk memastikan 

dapat tidaknya penelitian tersebut menghasilkan temuan. Sub 

berikutnya adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan 

untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian 

terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub bab metode 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II berisi landasan teori terkait hukum Islam tentang 

perkawinan, teori tentang pembatalan perkawinan 
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perkawinan dan pernikahan dibawah ancaman yang meliputi : 

pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum perkawinan, 

rukun dan syarat perkawinan, pengertian pembatalan 

perkawinan,  dasar hukum pembatalan perkawinan dalam 

hukum islam dan menurut undang-undang, syarat pernikahan,   

sebab-sebab pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan 

perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan, 

pengertian menikah dibawah ancaman, konsekuensi ketika 

terjadi pernikahan dibawah ancaman.  

Bab III berisi deskripsi objek penelitian. Pada Bab 

ketiga ini di uraikan profil Pengadilan Agama Tanjung 

Karang dari sejarah pengadilan agama Tanjung Karang, letak 

geografis, visi dan misi pengadilan Agama Tanjung Karang, 

tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tanjung Karang, penulis 

juga menguraikan gambaran umum perkara dalam penelitian 

skripsi ini.  

Bab IV berisi analisis penelitian yang terdiri dari dasar 

hukum dan ratio decidendi hakim terhadap putusan 

Pengadilan agama yaitu objek penelitian dalam skripsi ini 

pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. dan 

implikasi hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan 

karena menikah dibawah ancaman pada Putusan Nomor 

1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. 

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari simpulan dan 

rekomendasi. Simpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan 

masalah pada penelitian ini, sedangkan rekomendasi sebagai 

saran atau hasil dari penelitian penulis terhadap tinjauan 

hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena nikah 

dibawah ancaman pada putusan Pengadilan Agama Nomor 

1993/Pdt.G/2022PA.Tnk. Kemudian pada bagian akhir 

skripsi ini meliputi daftar rujukan, dan lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis 

lakukan, yaitu penelitian kepustakaan atau kajian pustakan 

mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan Dengan 

Alasan Menikah Dibawah Ancaman (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 

1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk), penyusun mencoba 

menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan 

dari proses penelitian yang telah dilakukan. 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kesimpulan yang 

diperoleh sebagai berikut: 

1. Ratio decidendi Hakim pada Putusan Nomor: 

1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk dalam mengabulkan 

permohonan pemohon pembatalan nikah antara Pemohon 

dan Termohon adalah didasarkan pada pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam mengenai ancaman yang 

dilakukan keluarga Termohon kepada Pemohon dengan 

melihat bukti-bukti berupa bukti surat dan bukti saksi. Hal 

ini sesuai dengan konsep fikih yang mana pembatalan itu 

disebut dengan istilah fasakh yakni merusakkan atau 

membatalkan perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan 

atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan 

Agama dan PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 

No. 1 tahun 1974 Pasal 37 bahwa suatu perkawinan hanya 

dapat diputuskan oleh Pengadilan. Selain itu, Termohon 

yang tidak pernah memenuhi panggilan menyebabkan 
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hakim mengeluarkan putusan verstek. Maka, majelis 

hakim menyatakan permohonan Pemohon agar 

perkawinannya dengan Termohon yang dilangsungkan di 

hadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana Kutipan 

Akta Nikah Nomor 0306/47/V/2022 pada tanggal 22 Mei 

2022 supaya dibatalkan dinyatakan dapat dikabulkan 

sehingga Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon yang 

diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan tidak berkekuatan hukum 

tetap.  

2. Implikasi hukum terhadap pembatalan perkawinan 

mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap 

suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu 

diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi 

perkawinan, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 

28 Undang-undang Perkawinan. Istri yang diajukan 

pembatalan perkawinan qabla al-dukhul tidak berhak atas 

mut‟ah, nafkah maupun warisan dari suami sebagaimana 

pasal 149 Kompilasi hukum Islam. Namun apabila suami 

dengan alasan kemanusiaan hal tersebut tidak dilarang. 

Sedangkan akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir 

dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah 

jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang 

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Jadi, anak 

tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan 

mewaris dari kedua orang tuanya. Namun berdasarkan 

dalil-dalil yang tertera dalam Putusan Pengadilan Agama 

Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk 

menurut madzhab Syafi‟i dan madzhab Hanafi 

menyebutkan bahwa nafkah anak luar nikah tidak 

memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena 

status nasab anak tersebut menurut syari‟at terputus 
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sehingga nafkah anak hasil zina murni ditanggung oleh 

pihak ibu begitupun nasab yang diperoleh. 

 

B. Rekomendasi 

1. Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: Fasakh menurut Imam 

asy-Syafi‟i yaitu pembatalan pernikahan yang muncul 

karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, 

atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. Perkawinan dari 

sisi hukum bukan hanya sekedar untuk keabsahan 

melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh untuk mencapai 

sesuatu yang lebih luhur karena perkawinan dipandang 

sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. 

Sedangkan dari sudut pandang agama perkawinan 

merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu 

hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan 

agama serta aturan dan hukum yang mengatur dan ada di 

negara ini. Sehingga peristiwa pembatalan perkawinan 

seperti di dalam kasus-kasus yang ada di atas tidaklah 

mungkin akan terjadi apabila proses perkawinan ditempuh 

dengan prosedur hukum. 

2. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan 

perkawinan, harus telah terpenuhi syarat-syarat dan 

rukunnya. Apabila terdapat kekurangan dalam syarat dan 

rukunnya, maka sebaiknya dilakukan penundaan hingga 

terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, bukan 

memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya 

dibatalkan. Namun jika kekurangan itu memang tidak 

dapat dipenuhi atau karena memang terdapat larangan 

untuk menikah maka pernikahan sebaiknya tidak 

dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sehingga kejadian 

seperti ini tidak akan terulang Kembali. 
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